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"Bisa jadi ini masalah ar-
mada yang kurang, atau pola
pengangkutan yang perlu
diperbaili," ujar Su-karmana.

Persoalan krusial ini be-
lum tertangani secara masi-
mal, malah Dinas Kebersihan
dan Pertamanan @KP) Kota
Denpasa* Iebih fcrkus ueng-
garap penataan taman kota
di Lumintang. Bahkan DKP
akan menggelontor Rp 3,5
miliar hanya untuk mem-
buat air mancur. "Ini kan
bisa belakangan. Semestinya
DKP bisa membuat program
dengan skala prioritas," ujar
Sul<armana. politisi yang juga
pengacara rIrI.

Di sisi lain, jajaran Komisi
IV DPRD Denpasar menilai
perlu melakukan kajian untuk
pengadaan air mancur ini. Hal
ini penting dilakukan untuk
menghindari adanya keluhan
di kemudian hari. sehingga
dana yang dikeluarkan tidak
mubazir. "Harus ada kaiian
yangjelas dulu. sehrngga tidak
mubazir mengeluarkan dana
banyak," ujar Ketua Komisi
VI DPRD Denpasar I Gede Se-
mara didampingi anggotanya,
KompyangGede danA.A. Gede
Widiada.

Secara Maksimal
Gede Semara mengung-

kapkan, sejumlah persoalan
krusial yang masih menjadi
tanggung jawab DKP, yakni
armada pengangkut sampah.
Meskipun jumlahnya cukup
banyak, namun beberapa unit
armada tidak bisa berfungsi
maksimal karena rusak. 'Apa
tidak sebailnya mengadakan
arnada kecil seperti mobilpiclr.
up untuk ngangkut sampah
daripada air mancur. Ini perlu
kajian matang," ujar politisi
Demokrat asal Sesetan ini.

Bukan hanya itu, penataan
pohon perindang yang ada di
Denpasar juga belum dilaku-
kan dengan baik. A\ibatnya,
wajah kota menjadi gersang.
Banyak pohon perindang yang
rencananya dilakukan perema-
jaan tidak jalan sampai seka-
rang. "Kenapa seperti ini.
Padahal kota lain sepertinya
berlomba untuk membuat ko-
tanya makin rindang, seperti
Surabaya," katanya.

Sementara itu, A.A. Gede
Widiada menilai dana yang
dianggarkan untuk penataan
taman di Lumintang masih
sangat jauh dari ideal. Ter-
lebih, beberapa fasilitas di
taman kota itu banyak yang
perlu penanganan lebih lanjut.
Misalnya saja jalur jongging

yang melingkari laman
kota litu kondisinya kurang
baik.l Demikian pula bangu-
nan $ilet yang ada di sebelah
sisi {imur taman kota, tata

tidak bagus. Akibat-
nya. {stetika taman tidak akan

ilht menarik.
itisi NasDem ini menilai

DKP melengkapi ta-
man+o.ta_ deng,all Q$. lqatrcur.,r
cukup pogitif. Hanya, perlu
dila$ukan penataan secara

yang

untukbisa menda-
hasil yang maksimal.
ini, katanya, pe4ataan
akukan secara pgrsial..ukan secara pprrsial.

, apayangdilalrulran
tidak @ampu mengubah wajah
kota frenjadi lebih baik.

diberitakan sebel-
DKP akan melengkapi

kota di Lumintang den-
gan + mancur menggunakan
teknofogi terbaru. Karena itu,
dana llanel diledot Tencapai
Rp 3.{ miliar. Kepala DKP Den-

Ketut Wisada mengung.
.n. proyek di antaranya

akan lmencakup pemaspngan
LBD,lsound. systbm dah ani-
masi. [ida] ada pembangunan
fisik [pada lolam yang ada
sekarfing. 'Nantinyd air man-
cur itfr akan ada anim{sinya
dan sfrara, termasuk adh efek
^:- ^-J--- r i, /t L r d\

," ujarnya. (kmb12)
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Dugan Penyrnpangn PHR dan hfdanan Dinas
jaya dan Kabag Keuangan
Made Widra.

Kasi Intel Kejari Denpasar
Syahir Sagir mengatakan,
pemeriksaan itu dilakukan
untuk menguak dugaan peny-
rmpangan perjalanan dinas di
Kota Denpasar. Dengan diper-
iksanya kedua saksi tersebut,
dfiarapkan kasus itu meniadi
terang benderang.

Apakah dengan banyaknya
saksi yang diperiksa sudih
menemukan titik terane?
Syahrir mengatakan, puda
pokoknya kasus ini sudah
sangat terang. Hanya, meka-
nismenya harus menunggu
ekspos dan koordinasi alias
audit BPK. Dalam waktu
sepekan, diharapkan kasus
tersebut bisa naik ke tinskat
penyidikan. "Jika tidak ada
halangan, sepekan lagi sudah
naik status. Namun untuk
memperjelas, kita juga akan
lakukan ekspos," jelasnya.

Informasi lainnya, sejum-
lah pejabat di Pemkot ben-
pasar memang diduga kuat
akan menjadi tersangka.
Hanya, pihak kejaksaan tidak
mau mendahului memberi ini-
sial pejabat tersebut, dengan
dalih bahwa kasusnya sedang
dalam penyelid i ka n.-Kemarin-,
Kasubag Keuangan Pemkot
Denpasar diperiksa oleh Luga
d! lantai dua Kejari Denpasar.
Usai diperiksa, Kabag Keuan-
gan Made Widra mengatakan
dirinya diperiksa terk-ait per-
jalanan dinas. 'Ya terkaif itu
(perjalanan dinas). Semua
pertanyaan jaksa sudah kita
jawab. Selengkapnya, tanya-
kan jaksa," jelas Widra.
- Dua hari lalu, dia juga
diperiksa di Kejati Btli
terkait dugaan penyimpan-
gan pembagian pajak hotel
dan restoran (PHR). "Ya,
_kemarin (dua hari lalu) saya
dimintai keterangan di Ke-jati. Pemeriksaan terkait
PHR," jelasnya. Sementara
jaksa penyidik Made Tangkas
yang dimintai konfirmasi soal
perkembangan kasus PHR,
belum mau berkomentar ban-
yak. (kmb37)

Kabag Keuangan Pemkot

Denpasar Diperiksa Kejaks aan
Denpasar (Bali Post) -

Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dan Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Bali terus memperdalam kasus dugaan
penyimpangan di sejumlah lembaga pemerintah. Kamis (4/6)
kemarin, dua pejabat di Denpasar diperiksa terkait dugaan
penyimpangan perjalanan dinas. Mereka adalah Kasubag
Perbendaharaan Sekretarian Dewan (Setwan) Darma Wi-

Edisi : Junet, f Jrr,{i Zatf
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Jadi Tersangka,
Kabid

Bina Marga PU
Dicopot

Daer- hentikan Kabid Bina Nlarga
i juga Dinas PU Buleleng. Puspaka
eleng mengalakan. pemberhentian
Ketut ini diputuskan semata-mata

Bupati Kamis (4/6) kemarin,
membenarkan ji.ka telah me-
mutuskan untuk member-

terbengkalai apalagi proyek
fisik di daerah kita sedang
berjalan, dan kepada pejabat
yerng sudah diberikan tugas
tambahan ini bisa bekerja
dcnga,;r optimal." tegasnya.

I loaK nanya mem urus-
kan memberhentikan jabatan
Kabid Bina Marga dan PPK,
Bapek juga tengah meng-
godok terkait sanksi secara
kepegawaian terhadap Made
Suwitra. Hanya, sanksi itu
akan dijatuhkan setelah
nantinya proses hutum din-
yatakan tuntas oleh pihak
penegak hukum. Langkah ini
ditempuh oleh Bapek dengan
mengedepankan hspek pra-
duga tidak bersalah terhadap
perbuatan yang dilakukap
oleh seorang pejabat pemer-
intah. "Sanksi kepegawaian
ini pasti ada, tapi kita masilt
menunggu sampai ada proses
hukum dari pihak penegak
hukum. Kita juga berpegang
pada praduga tidak bersalah

untuk menyelamatkan agar
tugas-tugas diras dan pelak-
sanaan proyek infrastruktur
fisik di Buleleng tidak ter-
ganggu. Selain itu, keputusan
ini untuk memberikan kesem-
patan kepada yang bersangku-
tan untuk fokus dalam mengh-
adapi permasalahaan hukum
yang tengah dihadapinya.

Dengan penggantian ini,
pihaknya berharap tugas-
tugas dinas di Bidang Bina
Marga dan utamanya proyek
infrastruktur fisik kembali
bisa berjalan seperti semu-
la. "Kita sudah mcngambil
keputusan dan menghenti.kan
yang bersangkutan. Langkah
ini untuk mengatasi jangan

Ir. Dewa Ketut Puspaka' M.P. BariFb'vnud sampai tugas-tugas dinas itu
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^-BadanPertimbanganKepeeawaian(Bapek)Daerahakhirnyame-f ;ti:***{iirJfi }nr";{{;Jif"x}ri*;::,r'"x.',ri*iJfrs! tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangu-
f nan jembatan di Desa Lemukih Kecamatan Sawan ini resmi dicopot.
f Bapek kemudian menugaskan Sekretaris Dinas PU Buleleng Nyoman
I Suparta Wijaya sebagai Plh. Kabid Bina Marga sekaligus sebagai Pe-rl jabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap proyek infrastruktur fisik
., di lingkungan Pemkab Buleleng.
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tgjlu$up perbuatan yang
dilakukan oleh seorang FNSI
imbuh mantan KepaliBadan
Perencanaan pembangunan
Daerah (Bappeda) Buleleng
lnl.

* Dihubungr terpisah. Kepala
Dinas Peke4aan Umum lpll;
Buleleng, Nyoman Gede Surv-
awan, membenarkan kalau
s.ekretarisnya Suparta Wijaya
ditunjuk sebaga plh. K;bid
Bina Marga. Kemarin, Surat
Keputusan (SI! tersebut telah
diterima oleh yang bersangku-
tan. untuk selanjutnya mulai
melak"anakan tugas-tugas
tambahan yang telah dibiri-
ka-n. Suryawan pun berharap
peke{aan bidang Bina Marea
terutama menyangkut proyek
rnlrastruktur fisik. baik yang
telah berjalan maupun dilari
proses. dapat di_kerjakan den-
gan sebaik-baiknva.
_ -Untuk diketaliui. penyidik
Polda Bali menetapkin Made
Suwitra sebagai tersangka
kasus dugaan tindak pidina
korlpsi proyek pembangunan
jembatan di Desa Lemukih
Kecamatan Sawan tahun ang-
garan 2013 yang lalu. prove"k
pembangunan jembatan ini
berlokasi di Sungai (Tukad
-_red) Lebong dan Sungai Api
dibiayai dari APBD Buteleng
tahun anggaran 2018 yan!
,lalu senilai Rp 2,5 miliar.
(krnb38)
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Karangasem Gagal
Raih Predikat WTP
Amlapura (Bali Post) -

Kabupaten Karangasern ta-
hun ini kembali gagal meraih
predikat WTP @ajar Tanpa
Pengecualian). Dalam penila-
ian BPK Perwakilan Bali.
Karangasem masih bertahan
dengan predikat WDP (Wajar
Dengan Pengecualian). Kega-
galan tersebut, disebabkan
sejumlah masalah. Antara
lain. masalah pengeilolaan
aset yang belum tuntas dan
bantuan fisik dari pemerintah
pusat kepada Karangasem
yang belum beres.

Hasil ini diungkapkan Bu-
pati Karangasem, I Wayan
Geredeg, usai menghadiri Ge-
byar PBB-P2 di Aula Pemkab
Karangasem. Kanris (a/6) ke-
marin. Terkait predikat WDP,
pihaknya sudah bekerja keras.
Gagal meraih WTP diakui
sudah menjadi konsekuensi
daerah seperti Karangasem
yang masih banyak merninta
kepada pemerintah pusat
atau provinsi. Dari peinerik-

saan BPK, Bupati Geredeg
mengungkapkan yang men-
jadi catatan tebal BPK adalatr-
masalah pengelolaan aset.
Contohnya, ada proyek yang
diberikan dari pemerintah
pusat, seperti proyek air ber-
sih yang belum bisa dikelola
pemerintah daerah.

Hal ini diakui malah men-
jadi dilematis. Di mana pe-
merintah pusat belum berani
menyerahkan. kepada kabu-
paten, karena masih dalam
pemeliharaan. Sementara,
pemeliharaan tidak mungkin
dilakukan oleh kabupaten.
Nah, ada juga yang sudah
diserahkan oleh pemerin-
tah pusat kepada kabupaten.
Tapi. ketika pengelolaannya
diserahkan kepada PDAM,
juga belum berani meneri-
ma, karena perlu ada per-
baikan. Sehingga sekarang
dianggarkan oleh kabupaten,
sebelum diserahkan kepada
PDAM. "Ini menjadi kendala
tersendiri. Beda masalahnva

ketika pemer:intah daerah
sendiri membilngun, begitu
selesai, diserr:rhkan kepada
PDAM, tidak :masalah,'tujar
Geredeg.

_ Sementara soal pengelo-
laan galian C, ternyitaluga
menjadi catata.n BPK sebelum
menahan pred ikat WTP untuk
Karangasem t,ahun ini. Pasal-
nya, kata Geredeg, EIPK men-
egaskan bagi. daerah-daerah
yang masih rnemiliki potensi
galian C dan pemanlaatan
potensinya s udah melanggar
tata ruang se,perti yang sudah
la2ir,n terjadiL di Karangasem,
seba*irimarra diatur dalam
perdf, agar sregera dihentikan.
Bahkan, BPK selaniutnva
melarang pt:merintah daerah
memungut pajak, dari opera-
sional gali:ln C yang sudah
melanggar perda. Justru se-
harusnya,ditertibkan. Seh-
ingga, Gere deg mengaku akan
mengambil tindakan tegas.

Ka-lau m.emang sudah tidak
.berigil L'e bagaimana diatur
mular dan Kecamatan Klungkung. renctataan melrDatKperbekel dan lurah.

Kadisbudpar Kabupaten Klungkung Wayan Sujana mengulgkapkan s aat ini a-d,a 2 4 
-.u 

gu"i 
"au'v" 

yl'rrg terla"rrtifi kas
$1 Kggayatan Klungkuns M";;;;;.;'1,l"h"t.un dimula
J_0 

- 18 Juni. Pendatian t6rakhir 
"u"ffiu'ul^n dilakukan dKecamatan Nusa penid a. Nantlnva seii jp' iJ*"f."I dan luralmenyetorkan data bangun"r, y"rrg ,iip".f.i"-rtu" masuk ke dalam. kategori cagar buiaya. *Nant"i ;ii;tit, k"mpulkan datedari-perbekel atau lurah -."i"g--.S"si;ril.lt keberadaar

*:*i: :ltg t1ry 
**, k4;1;"-? ;k"'k 

"' 
a'iii _ b e n d a c a gar

9f oaya. {tju t ysu menerima.usulan dari masyarakat sekitir,;
;elasnya, Kamis (4/6) kemarrn.
_, 

Meski be,Si!q, proses pendataan cagar budaya diperkirakarakan menghabis ka n wriktu setahun." Hat i"i hir"f"rJ ;;;;j,ansan sampai ada cagar budayu vu"g t"rll"ggul dalam pE.,dataan. sehingsa terbengJ<alai begiiu sa]a. n"riururryu. setelalpendataan alin dilakrit".l p";;l;j;; ;i,h tim ahli cagarpqda,ra Data yang telah dihimpirn '.r"i i""""t"risasi tahurt^T-t^i*il gl.nlutkan dengan pengkajian yang diperkirakai
aKan dllat{salalen pada tahun anggaran 2016.

,^-l"P9l_Telalui kajiantersebut baru bisa diketahui kategoroan cagar,budaya tersebut apakah masuk ke dalam ca"earouoaya Kabupaten. prc'vinsi atau nasional. setelah mela"lupengkajian, Bupati Klungkung I Nt;;;" S;irta akan me.
l:lT\T 1asa.r pudava yans termasuk Iingkup kabupaten
yeoangKan unt-uk- cagar budaya provinsi dan nasionai akardrusulkan untuk dilakukan penetapan. Hal ini sesuai d.engarUU Nomor 11 Tahun 2010 tentang'Cag;;;;lry". (dwa)
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Jaksa Belum Tahan
Tika dan Suj ana

Semarapura (Bali Post) -
-_- 

Pihak Kejaksaan Negeri
Klungku!B belum bersikap
untuk melakukan penahanan
tgrhadap Asisten I Pemkab
Klungkung I Wayan Ti_ka dan
Kadisbudpar Wayan Sujana.
Meskipun dalam p"ng^dilan
\psus I Wayan Candra, nabu
(3/6) lalu, hakim pensadilan
Tipikor sempat m-emeli.rtah-
kan pihak kejaksaan untuk
melakukan penahanan bila
perlu terhadap kedua pejabat
tersebut karena keduanva dini-
lai ingin menyelamatkan diri.
- Ka-s! Pidsus Kejari Klung-
kungMade Pasek, Kamis (4/6)

femarin, mengatakan belum

Kasi_Pidsus Kej ari Klung-
kung Mad.e Pasek

liq.m.ela,.t gtan penahanan terhadap kedua pej abat tersebut.tlal lru dilakukan kerena status kedua pejabat tersebut masih
:,"!"q"j saksi dalam-perkara Tim Semfila., d"rrgun terdakwa
Ketut Janapria. Meski demikian. pasek mengakui dalam mem_
!:"ik3i ke.terangan keduanya terkesan ingii-menyelamatkan
drn. I etapr dalam kasus ini. pasek m_engatakan pihak telak-
saan masih fokus untuk tuntutan terhadap terdakwa Wa'van
Candra. Sementara Tim Sembilan sendiii b;;;;;-;'"ki
pemeriksaan saksi-saksi.

Selain itu, Pasek meqgakui belum ada perkembangan baruterkait kasus tersebut. Termasuk juga uniuk status i*a aa"
!.lj"p Pasek mengatakan tidak muigkin;enati* tla"."v.
sekalrpun ada perintah lisan seperti itu. Karena untuk meria-
han orang harus menjadi tersangka terlebih auf". Ap.lugi""_
tuk menahan seseorang. kejaksaan harus punya dasir hr]kum
yang jelas. "Tidak*mungkin kita menahan [ar""" or..it .rt.lJ
ujry pejabat asal Pesaban, Karangasem tersebut.
, Pasek juga me_ngakui kalau ked-uanya termasuk saksi kunci

dalam kasusrru. Hanya sempat ada keterangan keduanya tidak
?9rses,uaBn dengan keterangan terdakwa. Karena itu, keduanya
drmmta pengadilan untuk menghadirkan lagi di pengadilan. Si-jana. diakui Pasek. sempat ada keterangan farrgiia"i h"r"..r"_
ran. suJa_na sempat mengaku menerima uang dan diserahkan ke
.Cu$"q Hanya Candra tidak !"engaku mene-rima uang tersebut,
legt-u juga dengan Anggara Juni Sari yang mantan inak buah
Uandra.-"Nanti di pengadilan. keempatnya akan dihadirkan di
pen-gadilan untuk dikonfrontir," ujainya.
_ Wayan Tika ketila ditemui menoh[ memberikan komentar.
Ia mengaku taat hukum dan menyerahkan sepenuhrrya kepada
proses hukur-n. Hal yang saryLa juga dikemukakan Bripati
Klu-ngkung Nyoman Suwirta. Hanya Suwirta berharap kedua
ana\buahnya ini tidak sampai terjerat kasus tersebut.karena
sudah cukup b_anyak pejabat di KlungkungyAng terseret kasus
tersebut. (kmb)
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Kasus CPNS

Penyidik Periksa
T€rsangka Jagrem

Tabanan (Bali Post) -
Upaya mengungkap aktor yang bertanggung jawab dalam kasus pemerasan

CPNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan gencar
dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan. Sebelumnya, pedyidik telah
melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk memperkuat bukti, kini
satu per satu tersangka diperiksa. Mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP -
I Gede Jagtem memenuhi panggilan tim penyidik kejaksaan untuk menjalani

tegasnya.
Ia mengatakan Jagtem di-.

periksa perdana dengrn status
tersangka oleh dua penyidik,
Setidaknya ada 65 pertan--
yaan yang kembali Crajirkan.
"Untuk materi saya tida$Srau
berkomentar," ucapnya.l'

Disinggung mengapa tidak
dilakukan upaya penahanan
setelah ditetapkan tesangka,
pejabat asal Bojonegoro ini
hanva mengatakan iila semua
itu perlu p-"".. "Per{ir proses
kalau menahan orrng dan
itu ada syaratnya. Sejauh ini
proses terus jalan, jadi lihat
saja nanti," jelasnya.

Tak hanya Jagren, sehari
sebelumnya tersanglia lainnya
yakni Candra Dewi, Kasubag
Hukum dan Kepegaulti{dn di
DKP, juga telah mei$flani
pemeriksaa n. Kuran$p'Iebih
7,5 jam, Candra Dewi'dicecar
beragam pertayaan ole} tim
penyidik kejaksaan. ,' *s
(kmb28) ,

pemeriksaan.

Didampingi kuzisa huku-
mnya, Jagrem datang sekitar
pukul 10.00 wita. Ia diperiksa
selama lima jam. Tak ban-
yak yang dilontarkan Jagrem
usai menjalani pemeriksaan.
Namun, sekilas tampak raut
wajah kesal saat melihat awak
media tengah menunggu di
lobi kejaksaan. "Kenapa berita
tentang saya selalu dibesar-
besarkan." celetuknya.

Sementara itu kuasa hu-
kum Gede Jagrem, Nyoman
Nadayana, S.H., M.M., saat
dikonfirmasi terkait pemer-
iksaan terhadap kliennya
mengatakan, pemeriksaan
yang dilakukan tim penyidik
kejaksaan terhadap kliennya
hanyalah untuk mempertegas
pemerilsaan yang sudah per-
nah dilakukan sebelumnya.
"Sifatnya hanya mempertegas
pemeriksaan sebelumnya, bah-
kan julnlah pertanyaan sama
dengan jumlah yang ditanya-
kan sebelumnya," ujarnya.

Terkait materi apa saja
yang ditanyakan,. Nyoman
Nadayana hanya mengatakan
seputar sistem perekrutan
tenaga kontrak di DKP dan
tentang penilaian kinerja
pegawai. "Klien saya tetap
pada jawabannya, karena
rnemang itu realita yang ada,"
uJarnya.

Disinggung tentang status
tersangka yang telah diberikan
oleh kejaksaan pada kliennya,
dirinya hanya menegaskan
jika pihaknya masih berpedo-
man pada asas praduga tak
bersalah. "Prosesnya masih
panjang, apalagi belum ada
keputusan. Kami juga akan
membedah pasal 368 untuk
melihat unsur pernlksaan dan
pemerasannya, uJarnya.

Kasi Pidsus Kejaksaan Neg-
eri Tabanan Fatur Rochman
mengatakan tersangka tetap
tak mengakui perbuatannya.
"Itu haknya dia, tetapi akan
kita buktikan di pengadilan,'l
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Surat Sekda Provinsi Bali

Dituding Bodong

Aset Civic Center

Dipermasalahkan
Denpasar (Bali Post) -

Aset Pemprov Bali berupa Kantor Pos dan Giro serta Gedung Nari Graha di
Civic Center. Renon, Denpasar, kini dipermasalahkan. Pasalnya, ahli waris dari
almarhum I Gusti Ngurah Togor yang sebelumnya memiliki tanah di dua lokasi
itu, mengaku belum mendapatkan dua bidang tanah penggarti. Sementara

- P€mprqv melalui sqrat Sekda Provinsi Bali No, 593/665/P.dAset menyatakan,
proses tukar-menukar tanah untuk lokasi Civic Center tersebut telah selesai
secara administrasi,

"Setelah kita teluduri I
Rentug, ternyata banjarnya
enggak ada. Camat Denpaear
Timur menyatakan Banjar
Sengguan Pagan dari dulu
sampai sekarang tidak ada di
Denpasar fi mur. Sedangkan
dad Pud Titi} Belaluan, telah
membuat surat pernyataan
bahwa tanah yang digunakan
sebaqai Kantor Pos sekarang
memine benar mili.k I Gusti
Ngura[ Tosor dan bukan
miruoakan tanda bukti Mera-
lau fitin Belaluan," jelas
Kesuma,

Pihaknya pun menyim-

,cffi\'.w

"Surat Sekda ini bodong.
Tanah penggantinya enggak
ada," ujar kuasa hukum ahli
waris abnarhum I Gusti Ngu-
rah Togor, I Ketut Ke6uma,
S.H., saat bertenu Komisi
I DPRD Bali dan Biro Aset
Pehprov Ba.li di gedung DPRD
Bali. Xamis (4/6) kemarin.

Kesuma menjelaskan, da-
lam surat tertanggal 4 Maret
2014 itu disebutkan bila ta-
nah yang digunakan untuk
Kantor Pos dan Giro adalah
milik Bukti Pemerajan Titih./
Belaluan Banjar Belaluan
Desa Dangin Puri. Tanah ini

mendapat penukar di Subak
Abianbase, Kuta, dengan
Persil 97.a. Sedangkan ta-
nah yang digunakan untuk
Gedung Nari Graha, dalam
surat dilatakan milik I Ren-
tug dari Banjar Sengguan Pa-
gan, Desa Sumerta, Denpasar
Timur. Tauah ini mendapat
penukar di Subak Tebe, Desa
i{apal, Mengrri dengan Persil
87 dan Persil 9 1 . Dengan kata
lain, surat Sekda sama sekali
tidak menyebutkan nama I
Gusti Ngurah Togor sebagai
pemilik ataupun penerima
tanah pengganti.

O,rrU{, \

pulkan bila penerima tanah
pengganti yang tertulis dalam
surat Sekrla adalah fiktif. Se-
andainya madllah ini tidak
bisa diselesaikan, lanjut Ke-
suma, ahli waris dari Togor
akan menduduki kembali
Kantor Pos dan Giro serta
Gedung Nari Graha.

Sementara itu, pilak Biro
Aset Pemprov Bali yang di-
wakili I Made Arbawa dan
Sukertayasa uengakui doku-
men tentang I Gusti Ngurah
Togor memang ada. Namun,
keduanya tidak membawa
dokumen itu ke DPRD Bali
lantaran undangan Dewan
tidak menyinggung soal tanah
milik Togor tersebut. "Secara
administrasi sudah selesai,
namun masalah-masalah
yang baru sekarang muncul
adalah karena masyarakat
pada terjadinya tu-kar-menu-
kar belum diurus masalah

tukar-menukarnya," ujar
Sukertayasa.

Mendengar jawaban.ini,
Kt mrsr I DPR D Bali iun
merasa tidak puas. Pasalnya,
Biro Aset tidak bisa menye-
butkan dengan jelas, siapa
penerima tanah penggaiti
dari Pemprov Bali, apakah
sudah benar sesuai deugan
proses tukar-menukarnya.
"Tanahnya ada enggak itu,
kan itu yang penting. Jadi
biar tidak ngeributin surat,
terus enggak ada tanahnya.
Kalau sudah ada yang men-
erima, apakah berhak men-
erima itu? Kalau tidak ber-
hak. kenapa bapak berikan
itu, kan itu penelusurannya
nanti," ujar anggota Komisi
I,I Nyoman Adnyana. Dewan
akhirnya memutuskan untuk
mengundang kembali kedua
belah pihakdengan data yang
lebih lengkap. (kmb32)
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Untuk Pertama Kali Gianyar Raih WTp

Laporan Hasil Pemeriksaan BpK

BERBAGAI terobosan kebijakan dalam
p_engelolaan keuangan daerah mengantarkan
Kabupaten Gianyar meraih predikat Wajar Tanpa
Pengectralian flITP; dari BPKPerwakilan prcv'rnsi
Bali. Opini WTP rni sekaligus menjadi WIP per-
tama yang pernah diraih Kabupaten Gianyar atas
LKPD. di mana sebelumnya hanya meraih opini
Wajar Dengan Pengecualian 0 IDP).

Laporan Hasil P-emeriksaan (LHp) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
tLKPDt Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2014 diserahkan oleh Kepala BPK perwaki-
lan Provinsi Bali Arman Syifa kepada Ketua
P_PRD K-abupaten Gianyar I Wiyan Tagel
Winartadan Bupati GianyarAnakAgung dde
Agung Bharata didampingi Sekda Giinyar Ida
Bagus GagaAdi Saputra di Ruang Rapat Lan-
tai tiga Kantor BPK Perwakilan Bali. Kamis
(4/6) kemarin.

lP,TqIllS*1N_- Kepata npx p",ti,ffi
Bali Annan Syifa eaal penyer"niin p"ishargaon he_pad.a Bultati Gianva"{!!f#l?::#H:#,r#x,"y#e#:ft"?w;;:x

^ 
nupti Gianyar Anak Agung GdeAgung bharata selepas acara .me-

nyamparkan apresiasi kepada seluruh
JaJ€rrannya dari staf hingga pejabat
yang telah bekerja keras untui< mem-
pertat$ tata kelola keuangan di IGbu_
paten Gianyar. Blpati fuung Bd;;
I yga- Tenyampai kap keberhasilan ini
troak lepqs dari dukungan dan komit_
men DPRD Kabupaten Gianya, aufrro
T,,:*tJ yq$ 

".pem 
erintahan yan g ber-

Edisi
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Kepala Perwakilan BPK perwakilan Bali
Arman Syifa menjelaskan, dari LHp pemer-
tntgh $lupaten Gianyar Tahun Anggaran
2014. BPK berpendapat bahwa neracilem-
kab-Gianyar per 3l Desember 2014. Laporan
Eealisasi Anggaran, Laporan Arus Kaj, dan
Catatan Keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut telah menyaji_[an secara
wajar dalam semua hal materiil.-

"BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan
yang dilakukan oleh Pemkab Gianyaa di mana
selagian besar tindak lanjut atas r-ekomendasi
BPK telah sesuai dengan action plan yarlg
!-ib.uat oleh Bupati Gianyar, sehingga L-KPD
Kabu-paten Gianyar tahun anggiian 2014
terjadi perbaikan dalam penyaJian laporan
k_euangan," ungkap Arman Syita.
Hal. 23
Bekerja Keras

I

Bekerja
Dari Hal. 1

l Keras
garan, dan p,engawasannya.

Llengan hasil WTp yang baru
pertama kali diraih Kabupatei Gian-yar. diharapkan visi Gianyar Bazus
(Dersrh. alamr. giat. berbudaya, dan
se;ahtera) Tgnujy jogadhita dapat
drrasakan oleh seluruh masyarakat
Gianvar.

sih mulai darfperenca

gkatlian tata kelola keuangan dan
g1_lerintaf y.ang..lebih tait tagi ke
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Wujudkan TataKelola yang Ba
rarr 't{ a\ 1 nhrzn 1 -Jra

Giaiiyar Gandeng BPKP dan KPK
SETELAH Badan Pemer-

iksa Keuangan (BPK) Provinsi
BaIi menyatakan opini Wajar
Tanpa Pengecualian flITP) atas
Iaporan keuangan tahun ang-
garan 20L4, Pemkab Gidnyar
menerima rombongan Badan
Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) Provinsi Bali
untuk Koordinasi Supervisi dan
Pencegahan (Korsupgah) koru-
psi tahun 2015.' Rombongan diteri-a Bupati
Gianyar Anak Agune Gde fuung
Bharata, Sekda Ida Bagus Gaga
Adi Saputra, DPRD. pimPinan
SKPD, dan instansi terkait lain-
nya di ruang sidangKantorBuPati
Gianyar. Kamis (4/6) kemarin.

Keoala Pelwakilan BPKP
Provinsi Bali, Qidi-k Krisdiyanto,
menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangannya untuk melaku-
kan pendampingan dalam upaya
pencegahan tind'ak koruPsi Pada
pengelolaan keuangan di Kabu-
rat"t, Giut yur. APalagi KabuPat-
Ln Gianvar telah berhasil masuk
opini WIN. Opini ini meningkat'dari tahun lalu di mana Kabu-
naten Gianyar memPeroleh oPini
pemeriksaan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).

Dikatakannya, dalam Kor-
supgah 2015, pemantauan akan
difokuskan pada pengelolaan
APBD mulai dari Perencanaan
dan pelaksanan anggaran. dana
hibah dan bansos. Pengadaan
barang dan jasa serta PendaPa-
tan AsIi Daerah (PAD.1

'I{ami haraP kerja samanya
untuk memberikan informasi
dan data yang terbuka sehingga
dapat dilakukan tindak Pence-
ga-ha., koruPsi. Kami datang

CEGAII KORUPSI -
Kepala Perwahilan
BPKP Prouinsi Bali,
Didih Krisdiyanto,
melahuhan pen-
d.ampingan dalam
upaya pencega-
han tindah horupsi
pada pengelolaan
heuangan d.i Ka-
bupaten Gianya4
di ruang sidang
Kantor Bupati Gi-
&nyar, Kamis (AG)
hemarin.

untuk pencegahan, bukan untuk
penindakan," tegasnya.

Diharapkan dengan pen-
dampingan ini, opini WTP ke
depan bisa. dipertahankan di
Kabupaten Gianyar. Pelaksa-
naan Korsupgah di Kabupaten
Gianyar dilaksanakan mulai
JuniJuli 2015 selama 25 hari
dan semiloka pada bu-Ian Okto-
ber dengan mengundang ang-
gota dewan, LSM, dan sejumlah
elemen masyarakat. Setelah dua
minggu pelaksanaan Korsupgah,
BPKP bersama KPK melaksana-
kan diskusi pada masing-masing
bidang tentang risiko-risiko dan
upaya pengendalian.

Sementara Bupati Agung
Bharata dalam kesempatan itu
mengatakan, Pemkab GianYar
mempunyai komitmen untuk
selalu patuh dan taat Pada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Terlebih Kabupat-
en Gianyar telah meraih oPini
WTP atas laporan keuangan
Tahun Anggaran 2014.

Komitmen untuk mewujud-
kan tata kelola keuangan Yang
Iebih baik akan terus dilaku-
kan dengan berbagai Pihak
sehingga visi Gianyar BAGUS
(Bersih, Alami, Giat, BerbudaYa
dan Sejahtera) menuju Jaga-
dhita dapat dirasakan seluruh
masyarakat Gianyar

"Atas pemantauan. Pembi-
naan. serta koreksi terhadaP
pelaksanaan APBD KabuPaten-Giattyat, 

karni bersama seluruh
jajarin berkomitmen melaku-,
tan perbaikan demi mewujud-
kan iata kelola Pemerintahan
vang bersih," ungkaP BuPati
egrrttg Bharata. (ad322)
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